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A. LANDASAN TEORI
1. Perkawinan
a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral,
bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah
Nabi, dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan
mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama.
Pernikahan merupakan suatu iktan lahir batin antara
seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam tujuan
membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut pandangan Islam pernikahan bertujuan
membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk
meraih  kebahagiaan hidup. Agama Islam juga
mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang
patut disambut juga dengan rasa syukur dan gembira.
Islam telah menggambarkan konsep yang jelas tentang tata
cara atau proses sebuah pernikahan yang berdasrkan Al-
Quran dan As-Sunnah.? Abdurrahman Al-Jaziri
mendefinisikan perkawinan adalah suatu perjanjian suci
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk
membentuk keluarga bahagia. Pengertian ini memperjelas
bahwa perkawinan adalah perjanjian sebagai perjanjian
mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua
pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama
suka.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa
perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau
mitsagan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dari beberapa
terminologi yang telah disampaikan terlihat jelas sekali

1 M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-
Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya),” Jurnal Mazahib
5, no. 2 (2015).53-54.

2 Ahmad Atabiq dan Khoridatul Mudiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya
Perspektif Hukum Islam,” jurnal Yudusia 7, no. 2 (2016): 287-288.

% Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,
Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Jurnal Yudusia 7, no. 2 (2016): 415.
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bahwa perkawinan adalah fitrah illahi.* Yang terdapat
pada Surat Ar-Rum ayat 21:
oS dass ) G gl il s ST ks OF agle (g
Sy o3 N s g &) A5 835
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-
Rum ayat 21).°
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian
perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan Pasal 1 maka dapat dikatakan
bahwa pekawinan adalah bersifat sakral yang menyatukan
seorang pria dan wanita secara lahir maupun batin dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan
untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri
tersebut.®
Perkawinan diibaratkan sebagai suatu kontrak
yang suci (mitsagan ghadizhan) serta merupakan tumpuan
utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik.
Karena teramat penting dan sucinya ikatan perkawinan,

4 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” Jurnal Pendidikan

Agama Islam-Ta lim 14, no. 2 (2016): 186.

® Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur’an Al-Hadi, (Jakarta: Pusat Kajian
Haditst, 2013), 406

® Asman, Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah
Kajian Fenomenologi (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2020).15
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sehingga Islam menentukan sejumlah aturan serta tindakan
dalam mengokohkan ikatan rumah tangga yang terjalin
tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan
bahkan sebelum ikatan perkawinan tersebut dimulai
(pranikah), dan sebagian tindakan yang lain juga harus
dijaga setelah selesainya akad nikah guna memudahkan
jalan bagi suami dan isteri dalam membina rumah
tangganya. Perkawinan dinilai bukan sekedar tali pengikat
untuk menyalurkan kebutuhan biologis (jalan melakukan
hubungan seksual yang sah), akan tetapi juga harus
menjadi media aktualisasi ketagwaan. Maka dengan itu,
untuk menjalani ikatan pernikahan harus membutuhkan
persiapan yang benar-benar matang diantaranya adalah
kematangan fisik, psikis, maupun spiritual.”

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara
seoarang laki-laki dan seorang perempuan untuk
membangun rumah tangga yang sakinah, tentrem,
dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang dengan mentaati
perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.®

b. Sumber hukum perkawinan

a. Al-Qur’an
Adapun dalil Al-Qur’an mengenai perkawinan
Adalah sebagai berikut:

1) QS. Ar-Rum Ayat 21
W) B gl oA o (Sl O e g
Oypak o3 ol S5 & 0) B 8335 (S (lass
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

7 Muh. Bahrul Ulum, Rekontruksi Pengaturan Pembatasan Usia

Perkawinan (Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama, 2016). 1-2.
8 Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum
Islam, Jurnal Crepido, Vol 02, NO. 2 (2020): 121.
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kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum Ayat
21).°
2) QS. Ad-Dzariyaat ayat 49
Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan
berpasang-pasangan  supaya  kamu

mengingat kebesaran Allah.*’
3) QS. Al Hujarat ayat 13

A5 usrh s o565 35 3 Kills ) 207 R
i e 1 By 2R AT e 25T 8y e

Artinya: Hai  manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling takwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal ™

4) QS. Nisa’ Ayat 3

oS ol G A 2T o LS T 2 O
G 3 aegs e T ke B @ el e et
Toloas 31 1531 a3 2L

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil  terhadap  (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua,

tiga atau empat. Kemudian jika kamu

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-

® Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur'an Al-Hadi, 406
10 Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur’an Al-Hadi, 522
11 Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur'an Al-Hadi, 517.
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budak yang kamu miliki. Yang demikian
itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya."?

5) QS. An-Nur Ayat 32 dan 33

ale e bekdlly oK LANT 150

g~

AP ;Muﬁmﬁ.m\,u 1555 ol ;,_csuw
LS’.l’K" Q)MYJ-\J‘M/ ﬂ@%é‘j

Y w;ﬁﬁluﬁ;&;ﬁ.\it, bww A s

G e 15 P B hsnR LS
B o 15 S 2K G

-

d p ’y F A
u‘°3 L:;.Ul o}».;-l upjf« \M L.,a.4- QJ)‘ Q‘

A u}wu@ﬁ‘ww“‘dbu@ﬁ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih
membujang diantara kamu, dan orang-
orang Yyang layak (menikah) dari
hamba-hamba sahayamu yang lelaki
dan perempuan. Jika mereka miskin
Allah akan memberi kemampuan
kepada mereka dengan kurnia-Nya.
Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya)
lagi Maha Mengetahui. 31 Dan orang-
orang yang tidak mampu menikah
hendaklah menjaga kesucian diri nya,
sampai Allah memberi memampukan
kepada mereka dengan karunia-Nya.
Dan jika hamba sahaya yang kamu
miliki menginginkan perjanjian
(kebebasan), hendaklah kamu buat

12 Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur’an Al-Hadi, 77
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perjanjian dengan mereka, jika kamu
mengetahui ada kebaikan pada mereka,
dan  berikanlah  kepada  mereka
sebahagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya  kepadamu. Dan
janganlah kamu paksa hamba sahaya
perempuanmu untuk melakukan
pelacuran, sedang mereka sendiri
menginginkan kesucian, karena kamu
hendak mencari keuntungan duniawi.
Barangsiapa yang memaksa mereka,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang
(kepada mereka) setelah mereka
dipaksa itu 32.23

Allah SWT telah menjelaskan dalam ayat ini
bahwa menikah adalah sesuatu yang disukai Nya.
Karena diperintahkan kepada umat Islam untuk
membantu dan mempermudah jalannya pernikahan.
Karena dengan pernikahan dapat mencegah perbuatan
zina dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak
halal serta pernikahan merupakan salah satu cara untuk
melanggengkan keturunan manusia.**

b. Sunnah Rasul
Walaupun  Al-Qur’an  telah  memberikan
ketentuan-ketentuan pernikahan secara terperinci yang
telah dijelaskan diatas, tetapi masih di perlukan adanya
penjelasan-penjelasan Sunah Rasul, dalam hal yang
tidak disinggung ataupun mengenai hal-hal yang telah
disebutkan dalam Al-Qur’an secara garis besar.
Adapun contoh Sunah Rasul mengenai hal-hal
yang tidak disinggung dalam Al-Qur’an dapat
disebutkan antara lain:
1) Hal-hal yang berhubungan walimah
2) Tata cara peminangan

18 Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur'an Al-Hadi, 354
% Nurnazli, Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan,
Ijitima’iyyah, Vol. 8, No. 2 (2015): 60-61.
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3) Saksi dan wali dalam akad nikah
4) Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
5) Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Adapun contoh penjelasan sunah rasul tentang
hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur’an secara garis
besar antara lain sebagai berikut:

1) Pengertian quru, yang disebutkan dalam Al-
Qur’an mengenai masa idah perempuan yang
ditalak suaminya.

2) Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan
mahram.

3) Besar kecil mahar (maskawin).

4) Izin keluar rumah bagi perempuan yang
mengalami idah talak ra i.

5) Perceraian yang terjadi karena lian merupakan
talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri
kembali nikah lagi.

c. ljtihad

Meskipun Al-Qur’an dan Sunah Rasul Telah
memberikan ketentuan-ketenuan hukum perkawinan
secara terperinci, tetapi dalam beberapa masalah
pemahaman tentang masalah-masalah tersebut sering
kali memerlukan adanya pemikiran dari para Fugoha.
Disamping itu dalam hal-hal yang tidak terdapat
ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur’an dan Sunah
Rasul di perlukan adanya ljtihad untuk mendapatkan
ketentuan hukumnya.™

¢. Rukun dan Syarat Perkawinan

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 2 ayat 1
bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut  hukum  masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”. Dari penjelasan diatas jelas bahwa
faktor agama merupakan dasar pertama sahnya
pernikahan.  Hukum  masing-masing agama dan

15 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Ull Pres
Yogyakarta, 2000), 8-9.
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kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya
suatu perkawinan. Dalam hukum Islam perkwinan dapat
dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan. Arti dari rukun perkawinan yaitu hakekat dari
perkawinan itu sendiri, maka dari itu tanpa adanya salah
satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.
Sedangkan yang dimaksud syarat ialah sesuatu yang yang
harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat
dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak
terpenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.***’
Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan

yaitu:
a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. ljab dan gobul

Adapun syarat-syarat perkawinan yaitu:
a. Syarat-syarat calon mempelai laki-lakisebagali
berikut:
1) Jelas orarangnya
2) Tidak terpaksa
3) Bukan mahram calon istri
4) Tidak sedang dalam ihram haji dan umrah
b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan
1) Tidak ada halangan hukum
(a) Tidak bersuami
(b) Bukan mahram.
(c) Tidak sedang dalam iddah
2) Merdeka atas kemauan sendiri.
c. Syarat-syarat wali
1) Laki-laki
2) Baligh
3) Berakal
4) Tidak terpaksa
5) Adil

18 Rizqy Perdana Kiay demak, Rukun Syarat Perkawinan Hukum Islam
Di Indonesia, Lex Privatum , 6, No. 6 (2018): 123.
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6) Tidak sedang ihram haji dan umrah

d. Syarat-syarat saksi
1) Laki-laki
2) Baligh
3) Berakal
4) Dapat mendengar dan melihat
5) Tidak terpaksa
6) Mengerti maksud dan ijab gobul
7) Tidak sedang melaksanakan ihram®®

d. Syarat-syarat ijab dan gobul

a. Adanya pernyataan penerimaan dari wali calon
mempelai perempuan.

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
laki-laki.

C. Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari
kedua Kkata tersebut.

d. Antara ijab dan gabul tersambung.

e. Antara ijab dan gobul jelas maksudnya.

f. Orang yang sedang terikat ijab dan gobul tidak
sedang ihram haji dan umrah.

g. ljab dan qgobul itu harus dihadiri minimum 4 (empat)
orang, yaitu calon mempelai laklaki dan perempuan,
wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

e. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada
Pasal 1 tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha Esa. Dijelaskan bahwa suami istri
harus adanya saling membantu dan melengkapi agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya
membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan
material. Karena perkawinan bertujuan membentuk
keluarga melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan
tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin.
Pentingnya perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan

® Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian
Dalam Hukum Islam Dan Hukum Meteril (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018). 48-
49
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kelamin antar pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut

kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan

Negara.*

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk
memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan
antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan
keluarga yang bahagia dengan rasa cinta dan kasing
sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam
masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur
oleh syariat. Tujuan pernikahan sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi
hajat tabiat kemanusaiaan. Dengan perkawinan,
pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat
disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha
memenuhi hajat tabiat kemanusiaan dengan tidak sah
dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan
manusia ini tidak ubahnya seperti hewan saja dan
dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau serta
bercampur aduk tidak karuan.

b. Mewujudkan keluarga dengan dasar rasa cinta kasih.
Dengan adanya perkawinan makaterjalin ikatan lahir
antara suami istri dalam hidup bersama diliputi
ketentaman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa
rahmah).

c. Memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh
keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan
mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan
untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak
diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari
tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang
berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak
itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang
dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan
dan memakmurkan dunia ini. Keturunan yang
diperolen  dengan  melalui  pernikahan  akan
menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga

19 Muktiarli Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” Jurnal pandais I,
No. 1 (2019): 56-68.
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silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas
dasar yang sah.

Berdasarkan hukum Islam tujuan perkawinan yaitu
membentuk  keluarga dengan maksud melanjutkan
keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga
dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih
sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat
diperolen melalui kesadaran bahwa seseorang dengan
ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan
maupun kepada sesama manusi, saling memenuhi
kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam
rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah
tangga bahagia.?’

2. Wali
a. Pengertian Wali

Wali adalah seseorang yang kedudukannya
berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain.
Dapatnya dia bertindak dikarenakan orang lain itu
memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak
memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik
dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya sendiri.*
Kata wali berasal dari bahasa arab yaitu Al-waliy dengan
bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau
penolong. Sedangkan menurut istilah kata wali
mengandung pengertian orang yang menurut hukum
(agama dan adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak
yatim, sebelum anak itu dewasa pihak yang mewakilkan
pegantin perempuan pada waktu menikah (yang
melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki).?* Yang
dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang
yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap
atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan

20 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara
Perlindungan dan Kepastian Hukum (Makasar: Humanities Genius, 2020), 31-
33.

2L Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara
Figh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

22 Andi Intan Cahyani, Peradilan Dan Hukum Keperdataan Islam
(Makassar: Alauddin University Pres, 2014).134

20



seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan
dalam suatu akad nikah, yang dilakukan oleh kedua belah
pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan mempelai laki-
laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh
walinya.?

Wali ditunjuk berdasarkan secara tertib dimulai dari
orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab
atau lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama Imam
Maliki dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa wali itu
adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari
garis ibu.?*

Wali dalam perkawinan adalah orang yang memiliki
hak untuk menikahkan seorang perempuan, orang yang
melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali nikah.”
Menurut  jumhur ulama perempuan tidak dapat
melaksanakan akad pernikahan terhadap dirinya sendiri
ataupun untuk orang lain, melainkan harus wali yang
menikahkan atau dengan mengahadirkan seorang wali
yang mewakilinya.

b. Syarat-Syarat Wali

Dalam perkawinan wali merupakan salah satu rukun
yang harus dipenuhi dalam sebuah akad pernikahan,
sehingga tidak sah pernikahan apabila tidak adanya wali
pada akad pernikahan.

Adapun orang yang bertindak menjadi wali apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Beragama Islam atau seorang muslim

b. Telah dewasa
c. Berakal sehat.
d. Laki-laki.

e. Adil.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara
Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 69.

* M.A Tihami dan Sohari Sahra, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah
Lengkap (Jakarta: Rajawali Pres, 2008). 90.

> Tali Tulab, “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar
Pendekatan Feminis,” Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 1, No. 1 (2017):
152-164.
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Telah dijelaskan diatas bahwa salah satu syarat wali
adalah muslim apabila yang menikah seorang muslim.
Sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Imran ayat
280
&3 u-‘-‘-“}d‘ 05 O 23 G ST e all G

Msﬁ‘;é_m\}s.uu\‘i\ ;‘Fa.uuﬁd&\wwdsdhw
el AT )5 30 A A8 a0
Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang—
orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-
orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian,
niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari
Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari
sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya.

Dan hanya kepada Allah kembali (mu).?®

Adapun syarat wali yaitu laki-laki dan adil atau
cerdas, Imam Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat
bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh
wanita mengawinkan dirinya sendiri. Hal ini didasarkan
pada hadits Nabi:

y P&MJM&Q&N\‘#&\JN‘)J\& dub)"ﬁ@‘b‘;
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Artinya: Dari abu hurairah berkata rasulullah SAW: tidak

boleh seorang wanita perempuan mengawinkan

perempuan lain dan juga tidak boleh seorang
perempuan mengawinkan dirinya sendiri.

Berbeda dengan imam abu hanifah berpendapat
bahwa sahnya suatu pernikahan yang walinya seorang
wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri, hal ini
dikemukakan berdasarkan haditst Nabi yang diriwatkan
oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

L 380 Lei3l5 e TS 2805 6l (e Lemstly 381

% Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur’an Al-Hadi, 53
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Artinya: Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang
walinya sedangkan gadis diminta izinnya.
Izinnya adalah diamnya.

Imam Abu Hanifah membolehkan wanita dan orang
fasig (orang Islam yang tidak taat menjalankan agamanya)
bertindak sebagai wali. Syarat wali harus laki-laki menurut
Imam Abu Hanifah diperuntukan bagi wanita yang belum
dewasa atau belum pernah kawin. Untuk wanita yang
sudah dewasa atau janda boleh mengawinkan dirinya
sendiri. Yang terpenting menurut Imam Abu Hanifah wali
adalah orang yang dapat memilihkan jodoh yang tepat bagi
orang ada di bawah perwaliannya, tidak mempersoalkan
laki-laki atau perempuan serta adil dan fasig.

Di Indonesia yang pada umunya mengikutu madzab
Syafi’i dalam hal syarat adil bagi wali tidak mendapat
tekanan. Asal orang beragama Islam, baligh, laki-laki, dan
berakal sehat sudah dipandang cakap bertindak sebagai
wali. Walaupun menurut madzab syafi’i seorang wali itu
di samping memenuhi syarat-syarat seperti diatas juga
harus orang yang adil.”’

c. Keduduan wali dalam perkawinan

Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin
berlangsungnya akad nikah antara perempuan dan laki-laki
yang ditetapkan pihak pengantin perempuan. Wali nikah
yaitu orang yang mengakadkan nikah menjadi sah, karena
nikah tanpa wali tidak sah.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
mempertegas bahwa wali nikah dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.?®

Imam Syafi’i mengemukakan berdasarkan Al-
Qur’an dalam surat An Nur Ayat 32:

7 Ghozaly, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum
Positif. 36-38

2 Husni A Jalil, Tia Wirnanda, and Mazhab Hanafi, “Wali Nikah Fasik
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i),” Jurnal Media
Syari’ah 22, No. 1 (2020).
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Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang

diantara kamu, dan orang-orang yang layak

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui. %

Surat Al-Bagarah ayat 221
FRECSC IR R o0 JECN 0, SOk s U X E R
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Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita
musyrik, sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia
menarik  hatimu. Dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum  mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin
lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka,
sedangkan Allah mengajak ke surga dan
ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah

menerangkan ayat-ayat-nya kepada manusia
supaya mereka mengambil pelajaran.®

Kedua ayat tersebut ditujukan kepada wali, mereka
diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak

2 Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur’an Al-Hadi, 354.
% Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur’an Al-Hadi, 35.
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bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, dan para
wali nikah dilarang untuk menikahkan laki-laki muslim
dengan wanita non-muslim, sebelum mereka beriman.
Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan
dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada
artinya tujuan awal, ayat tersebut ditunjukkan kepada walli,
karena urusan Perkawinan itu adalah urusan wali, maka
perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu
ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita
menikahkan dirinya sendirinya haram hukumnya dilarang
agama Islam. Selain itu juga di kuatkan dengan haditst
akan pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan
Rasuluallah SAW bersabda:

LoV} SN T oy JUB se 4 0
Artinya: Dari abu musa, ia berkata Rasulullah SAW

bersabda: tidak sah suatu pernikahan kecuali
dengan wali (HR. At-Tirmidzi).

Dalam Undang-Udang Nomor 16 Tahun 2019
tentang perkawinan kedudukan wali tidak diatur dengan
jelas tetapi dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wali
merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus
dipenuhi bagi umat Islam di Indonesia, dan wali cukup
seorang menyatakan beragama Islam, dewasa, laki-laki
dan berakal sehat. Jika wali tidak dapat melaksanakan
sendiri boleh di wakilkan kepada pihak lain atau hakim.®!

d. Macam-macam wali
a. Wali Nasab
Wali Nasab adalah anggota keluarga laki-laki
dari calon mempelai perempuan yang mempunyai
hubungan darah. Adapun yang berhak menjadi wali

%1 Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran
Syafi’iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Diindonesia, Al-Adalah, Vol 10, No.2
(2011): 170-77
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nasab adalah para kerabat yang menjadi ashabah dalam
mewarisi secara berurutan. Dalam Kkitab Kifayatul
Ahyar disebutkan:
f B 3 Y oY g eSS ces A 3 3
SRS PN R RCH N PR
B PRER N
Artinya: Urutan wali dalam perkawinan sama dengan
urutan ahli waris, kecuali kakek. Maka
sesungguhnya kakek harus didahulukan dari
saudara, berbeda dalam pewarisan jika tidak
urut, maka anak tidak bisa menjadi wali dari
anak, sekalipun anak didahulukan dalam
warisan.

Adapun urutan wali dalam kitab Kifayatul Bajuri
juga disebutkan urutan-urutan wali sebagi berikut:
F0F 8V A AN O i # oy s s
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Artinya: Yang paling berhak menjadi wali adalah ayah,

kemudian ayahnya ayah, kemudian saudara
laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah
kemudian anaknya saudara laki-laki-laki
sekandung, anak laki-laki saudara seayah,
kemudian paman (saudara  seayah)
sekandung, paman seayah.*

Sedangkan tertib wali menurut Imam Syafi’i
yang dianut oleh umat Islam Indonesia sebagai berikut:
1) Ayah
2) Kakek
3) Saudara laki-laki sekandung
4) Saudara laki-laki seayah

2 Ahmad Fatah Dan Sri Utami, Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah
Pelaku Inces Terhadap Anak Kandungan, Jurnal Penelitian, Vol 12, No.1 (2018):
170-171.
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5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

7) Paman kandung

8) Paman seayah

9) Anak laki-laki dari paman sekandung

10) Anak laki-laki dari paman seayah

11) Wali hakim

Wali yang utama dalam perkawinan adalah ayah,
karena sangat dekat dari urutan wali diatas untuk
menentukan tentang sahnya pernikahan. Seseorang
tidak boleh mengawinkan kalau masih ada orang yang
lebih dekat dengan darinya, Seperti Imam Syafi’i
berpendapat bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah
bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu.
Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara
tertib.*

Oleh karena itu ayah disebut Wali Agrab (wali
dekat) yaitu wali yang menempati urutan pertama
(ayah, kakek, dan sampai keatas) jika tidak ada maka
Wali Ab'ad (wali jauh) yaitu wali pada urutan kedua
(saudara senasab, dan anak laki-laki mereka) dan
seterusnya.

Adapun perpindahan Wali Agrab kepada wali
ab’ad sebagai berikut:

1) Apabila wali agrabnya non muslim

2) Apabila wali agrabnya fasiq

3) Apabila wali agrabnya belum dewasa

4) Apabila wali agrabnya gila

5) Apabila wali agrabnya bisu atau tuli.
b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk atau
ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk bertindak sebagai wali dalam
perkawinan, disebabkan wali nasabnya tidak ada atau
menolak (adhal) mengawinkan. Dalam Undang-
Undang disebutkan yang dimaksud wali hakim adalah

% Moch. Aziz Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhol Dalam Pernikahan,
Jurnal El-Fariqg, Vol 4, No.2 (2018): 133.
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Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan
Agama kecamatan wilayah tempat tinggal calon
mempelai perempuan.

Jadi wali hakim adalah pejabat yang diangkat
oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran
nikah menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak
mempunyai wali atau perempuan yang akan menikah
berselisih faham dengan walinya tentang calon
mempelai laki-laki.

Perwalian akan berpindah tangan kepada wali
hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat pertentangan diantara wali

2. Tidak adanya wali nasab

3. Tidak cukup syarat-syarat pada wali agrab atau
wali adhal

4. Wali agrab ghaib atau pergi dalam perjalanan
yang tidak dapat ditempuh dengan secepat
mungkin atau dua hari perjalanan.

5. Wali agrab di penjara tidak bisa ditemui

6. Wali agrab berbelit-belit atau mempersulitnya.®

Adapun dalil yang menunjang masalah tentang
wali hakim sebagai berikut:

JB &6 Al 2 A s 3R oles o) oF Ry
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Artinya: Abdullah meriwayatkan, ayahku
meriwayatkan, hasan meriwayatkan, Ibnu

lahi’ah meriwayatkan, Ja’far bin Rabi’ah
meriwayatkan dari lbnu Syihab dari Urwah

bin Zubair dari Aisyah berkata: Rasulullah

Saw. Bersabda: “Perempuan siapa saja
yang kawin tanpa izin  walinya,

¥ Moch. Aziz Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhol Dalam Pernikahan,
115.
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perkawinannya itu batal. Apabila sang
suami telah melakukan hubungan seksual,
si  perempuan  berhak  mendaptkan
maskawin lantaran apa yang telah ia buat
halal pada kemaluan perempuan itu.
Apabila wali-walinya itu enggan, sultanlah
yan menjadi wali bagi orang-orang yang
tidak ada walinya” (HR. Al-Khamsal
Kecuali An-Nasa’i).*

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, urutan
wali nikah telah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 yang

terdiri dari:
1. Wali Nasab
2. Wali Hakim.

Sedangkan dalam Pasal 23 dijelaskan tentang
ketentuan yang berkaitan dengan wali hakim dalam
pernikahan sebagai berikut:

1. Wali hakim baru bertindak sebagi wali nikah
apabila wali nasb tidak ada atau tidak
menghadirkan atau tidak diketahui tempat
tinggalny atau ghaib atau adhal.

2. Dalam hal wali adhal, maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan
Pengadilan Agama Tentang wali tersebut.*

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang ditunjuk oleh
calon suami dan calon istri karena disebabkan wali
nasab tidak ada, wali nasab ghaib, atau tidak adanya
hakim, atau sedang berpergian jauh selama dua hari
perjalanan dan tidak ada wakilnya, serta tidak ada
gadhi atau pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk.
Berdasarkan hal tersebut maka wali nasab dan wali

% Ahmad Fatah Dan Sri Utami, Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah
Pelaku Inces Terhadap Anak Kandungan, 176-177.

%Ahsin Dinal Mustofa, Corak Putusan Hakim Terhadap Pernikahan
Dengan Wali Muhakkam, Khulugiyyah, Vol 3, No.1 (2021): 93.
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hakim tidak ada, barulah diperbolehkan menggunakan
wali tahkim.*’

Adapun cara pengangkatan wali tahkim adalah:
calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang
dengan kalimat: “saya angkat bapak atau saudara untuk
menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan
mahar... dan putusan bapak atau saudara saya terima
dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga
mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim
itu menjawab: “saya terima tahkim ini”.*

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan
seorang budaknya. Dalam arti majikannya sendiri, laki-
laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam
perwaliannya jika perempuan tersebut rela untuk
menerimanya. Maksudnya perempuan terutama adalah
hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bila
terdapat perempuan yang berada dalam kekuasannya
majikan laki-laki boleh manjadi walinya.

Beberapa wali dalam pernikahan dapat ditarik
kesimpulan mengenai urutan yang berhak menjadi
wali, yang pertama wali nasab maka bisa digantikan
oleh wali hakim, bila wali hakim tidak ada maka
digantikan oleh wali tahkim, budak atau hamba sahaya
yang memiliki wali nasab, maka majikan tersebut dapat
menikahkan budak tersebut, wali ini disebut wali
maula.

3. Wali Adhal
a. Pengertian Wali Adhal
Wali adhol menurut bahasa Arab adalah; J<as — Jany
- e yang berarti menekan, mempersempit, mencegah,
menghalangi, menahan kehendak. Wali adhol yaitu wali

% Rizem Aizid, Figh Keluarga Terlengkap (Yogyakarta: Laksana, 2018),
102.

% M. A Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat: Kajian Figh Nikah
Lengkap, 98-99.
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yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang

sudah baligh untuk menikah.*

Terdapat definisi yang dikemukakan oleh beberapa
para ulama madzab diantaranya yaitu:

a. Al-Kasaniy Al-Hanafiy ulama madzab Hanafi
mengemukakan bahwa wali adhol adalah menghalangi
wanita merdeka yang telah agil baligh untuk menikah
dengan seorang lelaki yang sekufu dengannya.

b. Muhammad bin Abdillah Al-Khurasyi salah satu ulama
madzab maliki wali adhal adalah keadaan dimana wali
tidak mau menikahkan putrinya dengan seorang laki-
laki sekufu yang dipilihnya, dengan tujuan untuk
menimpahkan kemudharatan terhadap putrinya baik
tujuan itu diucapkan dengan jelas (igrarl) atau dengan
indikasi yang nyata.

c. Al-Khatib Asy-Syirbaini salah satu ulama madzab
syafi’i berpendapat bahwa wali adhal adalah keadaan
wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah
aqil baligh (dalam perwaliannya) baik wanita tersebut
berakal ataupun lemah akalnya dengan seorang lelaki
yang sekufu.

d. lbu Qudamah Al-Magadisy adhal adalah menghalangi
wanita untuk menikah dengan lelaki yang sekufu
apabila ia memintanya dan diantara keduanya sudah
ada ketertarikan dan keinginan untuk menikah.

Jadi kesimpulannya wali adhal yaitu merupakan
tindakan wali untuk menghalangi wanita aqil baligh
dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki
yang sekufu pilihannya, dimana keduanya sudah ada
keinginan menikah.*°

b. Wali Adhal Menurut Hukum Islam

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah
adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan perempuan yang
berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nasab,
karena perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri

% Moch. Aziz Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhol Dalam Pernikahan,
104.

“0 Syailendra Sabdo Djati PS, “Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab
Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam),” Jurnal Dirasat
Islamiyah 8, No. 1 (2020): 154-155.
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maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam kenyataannya
wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan
hak perwaliannya kerena dengan alasan tertententu yang
mengaharuskan hak perwaliannya berpindah kepada wali
hakim.

Beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak
perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagai sebab
tersebut disepakati oleh para fuquha dan sebagian lain
masih terdapat perbedaan pendapat. Perpindahan hak
perwalian dari wali nasab baik dari wali agrab ke wali
ab’ad ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh
kematian atau disebabkan wali nasab tidak menyetujui
pernikahan. Dalam hal ini para fuquha sependapat. Adapun
perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih
terdapat perbedan pendapat. Salah satunya Wali Adhal
mengenai perpindahan dari wali nasab ke wali hakim yang
disebabkan oleh Wali Adhal (menolak atau enggan).

Perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan
haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan
persetujuan keduanya (anak dan wali) demi kemaslahatan
keduanya. Oleh karena itu sudah sepantasnya masalah
perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak
melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.* Dalam
kenyataan adakalanya wali nasab tidak setuju dengan
pernikahan, wali tidak mau atau menolak dengan alasan
tertentu. Dalam perkara ini wali nasab menghalang-halangi
perkawinan  sebagai upaya menghindari  adanya
perkawinan. Tentunya bertentangan dengan hukum Islam
dan undang-undang perkawinan. Dalam hal ini wali
dilarang Adhal menikahkan anaknya. Sebagaimana firman
Allah SWT dalam surat Al-Bagarah Ayat 232.

5 Sl o2 of paliaid S5 el A5 St Al 15
5t &G sai Vi“” 08 o b2y U5 Syaall e
04055 ¥ 2 s s Skl 180 81 106 5

41 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta, Balai
Pustaka, 1999), 24.
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Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis
masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali)
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di
antara mereka dengan cara yang ma'ruf. ltulah
yang dinasehatkan kepada orang-orang Yyang
beriman di antara kamu kepada Allah dan hari
kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci.
Allah  mengetahui, sedang kamu tidak

mengetahui”.*

Pindahnya hak perwalian keterangan wali hakim
yang disebabkan karena tidak ada wali nasab (calon
mempelai tidak mempunyai wali nasab sama sekali),
dalam hal ini para fuguha sependapat bahwa perwalian
akan berpindah ke wali hakim yang disebabkan oleh faktor
lain yaitu perempuan yang mau menikah memiliki wali
nasab tidak bersedia atau menolak menikahkannya dengan
alasan-alasan tertentu.

Wali tidak mau menikahkan harus dilihat dulu
alasannya, Apakah alasan syar’i atau tidak syar’i, alasan
syar’i yaitu alasan yang dibenarkan hukum syar’i
contohnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang
lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calom
suaminya orang kafir, orang fasak (misalnya pezina, dan
suka mabuk). Akan tetapi ada kalanya wali menolak
menikahkan dengan alasan yang tidak syar’i dengan alasan
yang tidak dibenarkan hukum syara’ contohnya yaitu calon
suaminya orang miskin, bukan dari suku yang sama, dan
sebagainya. Ini merupakan alasan-alasan yang tidak ada
dasarnya pada pandangan syari’ah, maka tidak dianggap
alasan syar’i. Apabila wali tidak mau menikahkan anak
gadisnya dengan alasan yang tidak syar’i maka wali
tersebut wali adhol yaitu menghalangi seorang perempuan

2 Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur’an Al-Hadi, 37
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untuk menikahkannya dengan sesorang laki-laki yang
sudah menjadi pilihan anaknya.*®

Para jumhur fuquha Maliki, Hanafi dan Syafi’i,
sependapat hak perwalian akan berpindah wali hakim dan
tidak berpindah ke wali ab’ad. Karena adhal, maka
dianggap keluar dari hak perwalian. Hal tersebut
merupakan kedhaliman, untuk menghindari kedhaliman
maka hak perwalian diserahkan kepada wali hakim. Imam
Hambali berpendapat jika wali nasab (wali agrab) adhol
maka hak perwaliannya akan berpindah kepada wali ab’ad
bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik
wali aqrab maupun wali ab’ad) adhal maka hak
perwaliannya akan berpindah ke wali hakim. Dari
pemaparan instinbat hukum para fuguha dapat diketahui
bahwa jika wali nasab adhal dengan sebab yang tidak
syar’i atau sebab yang tidak ada yang menjadikan dasar
dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai
perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya
adalah sah.**

c. Wali adhal Dalam Peraturan Perundang-Undangan

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam  proses
penyelesaian terhadap wali yang adhal dengan seorang
hakim, sebagimana dijelaskan dalam Kompilasi
Hukum Islam pada Pasal 23:

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali
nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak
mungkin menghadirkan atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau
enggan.

2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali
hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah

# Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara
Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006).
21.

* Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016),
38
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ada putusan Pengadilan Agama tentang wali
tersebut.*®
b. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun
2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa
menggantikan wali nasab sebagai wali nikah atau
karena adhal (menolak/enggan), maka yang berhak
menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Penyelesaian wali adhal dijelaskan dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal
2 ayat 1 sampai 2 terdapat aturan mengenai penetapan
wali hakim, yaitu sebgai berikut:

1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di
wilayah Indonesia atau luar negeri atau di luar
teritorial Indonesia dan tidak mempunyai wali
nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak
memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan ,
atau adhal, maka pernikahan dilangsungkan oleh
wali hakim.

2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali
sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini
ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama
atau Mahkamah Syari’ah yang mewilayahi tempat
tinggal calon mempelai wanita.*®

Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Menteri
Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA)
dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan
ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan
mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat 1 peraturan ini.

2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 berhalangan atau tidak ada,
maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan
Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan

% Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan
Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (2011).

*® Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005
Tentang Wali Hakim, (12 Desember 2005).
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Dapertemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa
untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah
satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau
terdekat untuk sementara menjadi wali hakim
dalam wilayahnya.

3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh
transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi
tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala
Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu
pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi
wali hakim dalam wilayahnya.*’

d. Pendapat Ulama Tentang Wali Adhal
a. Imam Hanafi

Menurut ulama’ Madhab Hanafi adalah wali
agrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya
dari pernikahan dengan pasangan yang telah sekufu
berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan
penyelesaiannya atas wali yang ghaib yang sulit
ditemukan dan  didatangkan.  Demikian itu
perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi
masih ada wali yang lain yaitu wali ab’ad.

b. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki menyatakan bahwa bila
ada seorang wali menghalangi maulanya untuk kawin
dengan pasang yang sekufu dan maula rela
terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali
yang jauh (wali ab’ad) akan tetapi berhak bagi si
maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim,
dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali
mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim
menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan
tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali
membangkang  untuk  mengawinkannya  setelah
diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk
mengawinkannya.

7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005
Tentang Wali Hakim, (12 Desember 2005).
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Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwasannya dalam Madhab Maliki
bagaimana problema dan penyelesaian wali adhal tentu
melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban
menggantikannya sebagai  jalan menuju jalan
penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan
tetap dalam sikap adhalnya.

C. Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i keduanya sama-sama
melibatkan wali hakim sebagai pengendalinya. Adapun
mengenai keterlibatan hakim selaku pengendali kedua
hal tersebut maksudnyaadalah dialah yang berwenang
untuk memproses dan mengusut permasalahan wali
yang berkondisi adhal tersebut, berikut mengusahakan
dengan upaya apa yang mengantisipasi dan
penyelesaian munculnya permasalahan tersebut. Hal
ini dilakukan penguasa atau hakim setelah ada laporan
pengajuan dari wali adhal sebagai pihak yang
dirugikan.

Kesimpulannya dalam Madhab Syafi’i wali
adhal akan tampak sebagai suatu problema dalam
perwalian. Manakala telah dihadapkan dan dibuktikan
oleh hakim yang menanganiny wali adhal, hakim
berkewajiban untuk mengupayakan agar pernikahan
maulanya bisa berlangsung, pertama dengan intruksi
untuk  mencabut keadhalannya vyaitu  dengan
melangsungkan pernikahan keduanya. Kedua bila wali
tetap mencegah maka kewajiban bagi hakim untuk
menempuh cara kedua yaitu mengganti wali.*®

d. Imam Hambali

Menurut Imam Hambali wali yang adhal
melimpahkan kepada seorang hakim dan hakim pula
yang tampil sebagai penggantinya manakala wali yang
bersangkutan tetap dalam keadhalannya. Namun ada
juga yang berpendapat bahwa penyelesaian wali adhal
dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali

“ Ahmad Shodikin, “Penyelesaian Wali adhal dalam Pernikahan
Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, 63-69
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yang jauh sekalipun, baru kemudian ke hakim setelah
mereka tidak bisa diharapkan untuk menjadi wali*
4. Magqashid Al-Syari’ah
a. Konsep Dasar Magashid Al-Syari’ah

Magashid al-syari’ah berasal dari dua kata yaitu
magashid dan syari’ah. Magashid adalah bentuk kata
jama’ dari magashad yang berarti maksud dan tujuan,
sedangkan kata syari’ah memiliki arti aturan Allah SWT
yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap manusia
supaya dapat mencapai tujuan utama berupa kebahagiaan
hidup yang abadi baik di dunia maupun akhirat. Oleh
karena itu, maqashid al-syari’ah berarti suatu nilai yang
kandungannya berisi tujuan dalam pensyariatan hukum
atau lebih jelasnya magashid al-syari’ah merupakan tujuan

utama yang akan dicapai dari ketetapan hukum.>
Menurut Akhmad al-Raisunni dalam Nazhariyat al-
Magashid ‘Inda  al-Syatibi, mengemukakan bahwa
magashid al-syariah adalah tujuan yang disyari’atkan
dalam hukum Islam, karena hal tersebut yang menjadikan
bahasa utama di dalamnya yaitu mengenai permasalahan
suatu hikmah dan illat yang ditetapkan oleh suatu hukum.®*
Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa inti
pokok dari magashid al-syari’ah adalah kemanfaatan
(maslahah).  Maslahah  menurut  bahasa  berarti
kemaslahatan, kepentingan, dan kemanfaatan. Sedangkan
menurut istilah maslahah adalah perwujudan dari tujuan
syara’ yang meliputi pemeliharaan agama, akal, jiwa,
keturunan, serta harta benda. Kelima dari hal tersebut
masuk dalam kategori maslahah. Magashid al-syari’ah
merupakan tujuan syara’ dalam penetapan hukum Islam.
Tujuan tersebut dapat ditelaah melalui ayat Al-Qur’an dan
hadis Rasulullah Saw sebagai bentuk pedoman yang
dijadikan prinsip dasar hak asasi manusia bagi perumusan
hukum vyang berfokus kepada kepentingan manusia.

49 Ahmad Shodikin, “Penyelesaian Wali adhal dalam Pernikahan

Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia” 65.

0 Ghofar Shidig, Teori Magashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam,
Jurnal Sultan Agung 44, No. 118 (2009): 119.

51 Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana
IImu, 1997), 123.
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Apabila kita meneliti seluruh kitab Allah dan Sunnah
Rasulullah yang tercantum dalam kitab-kitab figh, maka
akan nampak jelas semua hal yang mempunyai tujuan
pensyari’atan hukumnya.>® Sebagaimana dipaparkan dalam
surah Al-Anbiya (21): 107:

il a5 N et Gs
Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Dalam upaya menambah wawasan serta pemikiran
hukum Islam, terutama dalam pemberian pemahaman dan
kejelasan atas berbagai permasalahan hukum kontemporer
atau masalah saat ini, para mujtahid perlu memahami
tujuan pensyari’atan dalam hukum Islam, khususnya dalam
pemecahan persoalan figh kontemporer, yang harus dikaji
secara teliti apa hakikat dari permasalahan tersebut.
Dengan kata lain pemerintah dalam menetapkan hukum
terhadap kasus baru, kandungan nash harus diteliti terlebih
dahulu secara matang termasuk dalam menelaah tujuan
pensyari’atan hukum yang akan ditetapkan.>®

b. Pembagian Magashid Al-Syari’ah

Al-Syatibi membagi tiga kategori mengenai
maqgashid al-syari’ah, yang mengutamakan lima tujuan
pokok syari’at Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Untuk memperoleh penjelasan
mengenai kemaslahatan yang terkandung dalam magashid
al-syari’ah  berdasarkan fungsi dan peran terhadap
kemaslahatan makhluk hidup, berikut akan dijelaskan tiga
kategorinya, antara lain:

a. Dharuriyyat
Dharuriyyat biasa disebut dengan kata lain
kebutuhan primer (pokok). Yang mempunyai maksud,
apabila kebutuhan dharuriyyat tidak dilaksankan atau
tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan keselamatan

52 Mardani, Ushul Figh, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), 333.
%3 Hasbi Umar, Nalar Figh Kontemporer, (Jakarta, Gaung Persada Press,
2007), 120-121.
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manusia menjadi terancam atau hancur baik di dunia
maupun akhirat.**
b. Hajiyyat

Hajiyyat dengan kata lain kebutuhan sekunder,
artinya untuk mempermudah atau menghilangkan
kesulitan. Jadi apabila Hajiyyat tidak dilaksanakan
tidak sampai membahayakan keselamatan, namun
akan muncul kesulitan seperti meng-gashar shalat
dalam keadaan sedang berpergian jarak jauh.>

c. Tahsiniyyat

Tahsiniyya sering disebut dengan istilah
kebutuhan tersier yang artinya kebutuhan yang
dijadikan sebagai penyempurna atau pelengkap.
Apabila tahsiniyyat tidak dijalankan maka tidak akan
menimbulkan  kehancuran dan tidak menemui
kesulitan. Misalnya Al-Syatibi melarang wanita
berkeliaran dengan mempamerkan aurat di tubuhnya
yang merangsang syahwat orang lain.>®

Untuk memperoleh gambaran secara utuh
mengenai magashid al-syari’ah, ada lima unsur pokok
yang harus dipenuhi dalam pencapaian magashid al-
syari’ah, Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali
dan Imam Asy-Syatibi.
1) Hifdz ad-Din (Memelihara Agama)

Memelihara agama merupakan tujuan
syariat Islam yang paling pokok, karena agama
adalah pedoman dan petunjuk hidup manusia serta
termasuk komponen penting yang dijadikan
panutan sikap hidup sebagai seorang muslim.
Sebab itulah, memelihara agama hukumnya wajib
dan setiap orang menjamin kemerdekaan untuk
beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing.

2) Hifdz an-Nafs (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa merupakan prinsip yang

juga penting dalam Islam. dalam agama Islam

% Teungku Muhammad Hashi, Falsafah Hukum Islam, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001), 314.

% Satria Effendi, M. Zein, Ushul Figh,(Jakarta: Prenadamedia, 2017),
234.

% Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah, Juz 11, 9.
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tidak memperbolehkan adanya penghilangan
nyawa (pembunuhan) dan apabila dilakukan, maka
diancam  hukuman qishas bagi  pelaku
penghilangan jiwa tersebut.”’

3) Hifdz al-‘Aq/ (Memelihara Akal)

Dengan adanya akal manusia bisa berpikir
mengenai apa saja Yyang diinginkannya dan
bermanfaat untuk dirinya serta sekitarnya. Hukum
Islam pun juga sangat mementingkan akal untuk
manusia. Tanpa adanya akal, manusia tidak bisa
menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam,
sehingga dengan memelihara Islam manusia telah
memenuhi tujuan hukum Islam. Hukum Islam pun
mengatur bagaimana manusia harus menjaga
akalnya dimana manusia tidak diperbolekan
minum-minuman beralkohol dan tindakan lain
yang bisa merusak akal manusia

4) Hifdz al-Nasl (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan agar kemurnian
darah dapat dijaga dan diteruskan yang mana
masuk dalam tujuan keempat hukum Islam. Hal
ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi
syarat unruk dapat saling mewarisi. Di dalam
AlQur’an pun telah mencatat secara rinci
mengenai larangan-larangan  pernikahan dan
berzina. Allah pun juga telah menciptakan hukum
mengenai hak waris dan kekeluarga agar bisa
dimanfaatkan keturunan lainnya. Dalam Al-
Qur’an telah diatur dengan sedemikian rinci ayat-
ayat hukum mengenai memelihara dan
melanjutkan keturunan dengan baik®

5) Hifdz al-Mal (Memelihara harta)

Memeliharaan harta adalah tujuan kelima

hukum Islam. Berdasarkan pada yang diajarkan

57 Harun al-Rasyid, Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang Indonesia dalam
Perspektif Maqashid al-Syari ah, (Jakarta: Kencana, 2016), 72.

% Dea Salma Sallom, Mohammad Sirojuddin, Analisis Magashid Al -
Syari "ah Terhadap Peran Wali Mujbir dalam Perjodohan di Pesantren APTQ
Bungah Gresik, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 Juni ( 2022): 29.
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dalam Islam, harta merupakan sesuatu yang Tuhan
berikan ke manusia agar manusia dapat bertahan
hidup dan meneruskan kehidupannya. Oleh
karenanya hukum Islam telah melindungi hak
manusia untuk mendapatkan harta dengan
melakukan perbuatan baik serta menjaga harta
orang lain, sekelompok orang, bahkan negara,
misalnya Islam tidak memperbolehkan adanya
pencucian, penggelapan, pencurian, dan lainnya
yang berkaitan dengan merugikan orang lain.
Mengalihkan harta pribadi ke orang lain pun juga
sudah agama atur agar bisa berlangsung dengan
baik yang didasarkan pada fungsi serta tanggung
jawab individu di dalam kehidupannya ketika
berumah tangga ataupun bermasyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, dalam
pembuatannya ini penulis merujuk dari beberapa penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan kajian wali adhal. Adanya
penelitian terdahulu memiliki menfaat yang besar dalam
memperoleh informasi yang ada tentang teori-teori yang
berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Dengan adanya
pencarian informasi yang dilakukan, peneliti menemukan
beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan
penelitian ini diantaranya dalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nuriyandari Listiyani yang berjudul “Analisis
Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor.
0057/Pdt.p/2016/P. A Smg Tentang Dikabulkannya
Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang
Buruh Pabrik”. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Tahun 2017. Dalam skripsinya menjelaskan wali pemohon
enggan menikahkan anaknya dengan alasan calon suami
seorang buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini tidak
menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan

> Dea Salma Sallom, Mohammad Sirojuddin, Analisis Magashid Al -
Syari ‘ah Terhadap Peran Wali Mujbir dalam Perjodohan di Pesantren APTQ
Bungah Gresik, 29.
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adhal oleh Pengadilan Agama Semarang, bahkan wali saat
dipanggil 2 kali di  Pengadilan Agama untuk dimintai
keterangan wali tidak hadir dan tidak memberikan alasan
yang jelas. Bahkan secara hukum syara’ antara pemohon
dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan
pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun
sepersusuan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik
misalnya hamil diluar nikah, kawin lari, bahkan nikah siri
dan hal lain yang dilarang oleh hukum Islam.®® Relevansi
penelitian sebelumnya membahas tentang wali adhal.
Adapun perbedannya penelitian ini membahas wali adhal
karena calon suami duda cerai dan mempunyai dua orang
anak pada lingkup Pengadilan Agama Jepara.

Penelitian oleh Danang Eko Setyo Adi yang berjudul
“Analisis Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama
Semarang Tahun 2010”. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga
2015. Dalam skripsinya menjelaskan pertimbangan hakim
dalam menetapkan wali adhal karena alasan wali menolak
tidak memenuhi syara’ meliputi: wali tidak suka sikap
calon suami pilihannya anaknya, wali tidak setuju karena
selisih umur yang beda jauh, tanpa alasan yang jelas, hakim
mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudhorotan yang
akan timbul dari penetapan itu dikhawatirkan akan kawin
lari atau kumpul kebo yang itu tidak sesuai syara’.
Pemohon dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
sesuai dengan ketentuan agama Islam. Penetapan hakim
PengadilanAgama Semarang tentang wali adhol tahun 2010
telah sesuai dengan hukum figih dan tidak bertentangan
syara’ bahwasanya sudah dijalaskan dalam Al-Qur’an
Surah Al-Bagarah Ayat 232 dan beberapa dalil figih.”*
Perbedaan penelitian sebelumnya membahas tentang wali
adhal karena calon suami selisih umur yang beda jauh.

8 Nuriyandari Listiyani, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan

Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.p/2016/P.A Smg Tentang Dikabulkannya
Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik" (Sripsi,
UIN Walisongo Semarang, 2017).

® Danang Setyo Adi, “Analisis Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan

Agama Semarang Tahun 2010 (Skripsi, IAIN Salatiga, 2015).
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Sedangkan penelitian ini membahas wali adhal karena
calon suami duda cerai dan mempunyai dua orang anak.

3. Penelitian oleh Rizgi Ramadhan Taufig yang berjudul
“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus (Nomor
0007/Pdt.P/2015/PA.Kds) Tentang Wali Adhal. Jurusan
Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2016”. Dalam
skripsinya menjelaskan Dasar dan pertimbangan hukum
majelis hakim dalam menetapkan putusan Nomor
0007/pdt.p/2015/PA.Kds ini telah sesuai dengan kaidah
hukum adalah kerena alasan ayah kandung wali pemohon
telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon
dengan calon suami pemohon dengan alasan harus
memberi uang sebesar Rp 10.000.000 terlebih dahulu
kepada wali dan tidak berdasarkan pada hukum. Wali
pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini.
Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di
PPN karena ayah kandung (wali) pemohon enggan menjadi
wali. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang
menyatakan bahwa pemohon dengan calon suami
pilihannya sudah saling mencintai.®®> Pada penelitian yang
terdahulu membahas wali adhal karena wali enggan
menikahkan karena adik pemohon yang merupakan wali
terdekat memberi syarat harus memberi uang sebesar
10.000.000.00. Sedangkan penelitian yang akan dibahas
berbeda dengan penelitiaan yang terdahulu karena
penelitian mebahas tentang wali adhal karena calon suami
duda cerai dan mempunyai dua orang anak dan lokasi
penelitian pun berbeda.

C. Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir adalah suatu dasar pemikiran berasal
dari penelitian yang disimpulkan dari fakta-fakta, observasi
serta telaah kepustakaan. Untuk dijadikan sebagai pedomaan

82 Rizqi Ramadhan Taufiq, “Analisis Putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Kudus (Nomor 0007/Pdt. P/2015/PA. Kds ) tentang Wali Adhal”
(Skripsi, STAIN Kudus, 2016).
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dalam penelitian, maka kerangka teori harus memuat tentang
teori dalil, atapun konsep dasar penelitian.®

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara
pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa serta dalam bahasa Hukum Islam tujuan pernikahan dapat
disebut dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa-
rohmah. Dalam pernikahan telah diatur rukun dan syarat untuk
melangsungkan suatu perkawinan salah satunya harus adanya
wali nikah, sebagai suatu tanda keabsahan suatu pernikahan.
Akan tetapi di masayarakat ditemukan persoalan dimana
seorang wali tidak mau adhal (enggan) untuk menikahkan
anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya
hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk
menikahkannya. seperti calon pasangannya tidak direstui
karena duda cerai, sehingga pemohon mengajukan
permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama untuk
mengganti dengan wali hakim. Pelaksanaan wali adhal
(enggan) dapat dilaksanakan apabila calon mempelai telah
memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh
undang-undang yang berlaku serta sudah ada pertimbangan
dari para hakim dalam menetapkan atas dikabulkannya perkara
permohonan wali adhal.

% Dominikus Dolet Unaradja, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta:
Grafindo, 2019), 92.
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Gambar 2.1
Kerangka Berfiki

Wali adhal dalam pernikahan
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Penetapan perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr.
tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena
calon suami seorang duda

v

Tinjauan Magasyid Syariah dalam penetapan hakim
pada perkara wali adhal Nomor
024/Pdt.P/2021/PA Jepr
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